LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG

NOMOR

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA BIMA

PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MASUK




Nomor SOP

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Ditetapkan Oleh

Nama SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk

DasarHukum:

KualifikasiPelaksana :

1.

2.

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata
Kearsipan di Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bima tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah;

Peraturan Walikota Bima tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kota Bima;

Peraturan Walikota Bima tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Peraturan Walikota Bima tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

1. Kepala: pendidikan minimal S1

2. Sekretaris: pendidikan minimal S1

3. Pengadministrasi Umum: pendidikan minimal SLTA
4. Memahami pedoman tata naskah dinas/kearsipan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Surat Keluar Instansi lain 1. Buku Pedoman Tata Kearsipan;
2. Buku agenda surat masuk;
3. Buku agenda kegiatan;
4. Kartu kendali surat masuk;
5. Komputer/PC;
6. ATK;
7. Stempel.

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1. Jika pelayanan administrasi surat masuk tidak dilakukan dengan tertib | Pelayananadministrasisuratmasuk yang
menyebabkan informasi tidak tersampaikan dan tidak dapat ditindaklanjuti tepat | tertibdanteradministrasidenganbaikadalahsalahsatupendukungbagikelanc
waktu arantugasaparatursesuaidengantupoksinya

2. Jikasuratmasuktidakteradministrasidenganbaikakanmempersulitdalampencariansu

ratmasuk yang hilangataudalampencariandisposisisurat yang
terdistribusikankebidang.




Pelaksana Mutu Baku
No. UraianProsedur Peng?ﬁrmmstra& Sekretaris Kepala Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket
1. | Menerima, - buku agenda suratmasuk 30 Suratmasuk yang Surat yang
memberikannomordanmencatatd - Lembardisposisi menit | telahdilampirilembardisposi | masuktidaklebihdari
alamlembardisposisidanbuku Si 10
agenda suratdandikerjakand
suratmasuksuratmasukdanmenya alamwaktubersama
mpaikannya an
2. | Membaca, Surat masuk yang 20 - Suratmasuk yang | Suratmasuk yang
mencermatidanmemberikanparaf v telahdilampirilembardis menit telahdiparafolehsekretari | tidakperludiajukank
padalembardisposisiuntukdiajuka posisi S ekepalasepertisura
nkepadakepaladanuntuksuratmas - Suratmasuk yang | ttembusanijinpeneli
uk yang telahdidisposisilangsung | tian
tidakperludisposisilangsungdarike olehsekretaris
pala,
3. | Memilahsuratmasuk yang - Surat masukyang 15 Suratmasuk yang
langsungdidisposisiolehsekretaris telahdiparafolehsekretaris menit | telahdiparafolehsekretarisdi
dansuratmasuk yang - Surat masuk yang ajukankepadakepala
harusdiajukankepadakepala telahdidisposisiolehsekretaris
4. | Membaca, Suratmasuk yang 25 Surat masuk
mencermatidanmendisposisisurat telahdiparafolehsekretarisdiajuk menit telahdidisposisiol
masukke unit ataubidang yang ankepadakepala ehkepala
sesuaisubstansi/materidalamsurat
danmenyerahkannya
kepada
5. | Menerima, - Surat masuk yang 30 Suratmasuktelahterdokume
mencatattanggalpenyelesaianpad telahdidisposisiolehkepala menit | ntasi
alembardisposisidanmencatatsur - Surat masuk yang dan
atmasuk yang C} telahdidisposisiolehse terdistribusikan
telahdidisposisidalambuku < kretaris
agenda kegiatan (untuksurat yang
berupaundangan)
dankartukendaliserta
memilah dan
mendistribusikannya pada
Kepala,
Ir. Abdurrachmanliba
Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19580104 198512 1 002




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG

NOMOR

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA BIMA

PEMERINTAH KOTABIMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT KELUAR




BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Nomor SOP

TanggalPe
mbuatan

TanggalRevisi

TanggalEfektif

DitetapkanOleh KepalaBadanPerencanaan Pembangunan Daerah

KotaBima.

NamaSOP : PelayananAdministrasiSuratKeluar

DasarHukum:

KualifikasiPelaksana :

1.

2.

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 39 Tahun 2005 tentangPedoman Tata
Kearsipan diDaerah;

Peraturan Daerah KotaBimaNomor 21 Tahun 2011
tentangPerubahanAtasPeraturan Daerah KotaBimaNomor 12 Tahun 2008
tentangPembentukan, SusunanOrganisasi, Kedudukan,
danTugasLembagaTeknisDaerah;

PeraturanWalikotaBimatentang Tata NaskahDinas di
LingkunganPemerintahKotaBima;
PeraturanWalikotaBimatentangUraianTugasBadanPerencanaan
PembangunanDaerabh;
PeraturanWalikotaBimatentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalPros
edurPenyelenggaraanPemerintahan diLingkunganPemerintahKotaBima.

Kepala: pendidikan minimalS1

Sekretaris: pendidikan minimalS1
PengadministrasiUmum: pendidikan minimalSLTA
Caraka: pendidikan minimalSLTP
Memahamipedomantatanaskahdinas /kearsipan

g

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP SuratMasukinstansilain 1. BukuPedoman Tata NaskahDinas;
2. Buku register/pengendalisuratkeluar;
3. Kartukendalisuratkeluar;
4. Komputer/PC;
5. ATK,stempel
6. Kendaraan
Peringatan: PencatatandanPendataan:
1. Jikapelayananadministrasisuratkeluartidaksegeradilakukanakanmenyebabkaninf | Pelayananadministrasisuratkeluar yang
ormasitidakdapatsegeratersampaikankepada yangdituju. tertibdanteradministrasidenganbaikadalahsalahsatupendukungbagikelanca
2. Jikasuratkeluartidakteradministrasidenganbaikakanmenyebabkanhilangnyadoku | rantugasaparatursesuaidengantupoksinya

menatauinformasi yang pentingterkaitdenganmateridalamsurat




Pelaksana Mutu Baku
_ Pengadm. Pengadm
No. UraianProsedur UmumBid Sekretari Kepala . Caraka Persyaratan/ Waktu Output Ket
ang/ S UmumsS Kelengkapan
Sekretariat ekretari
1. | Menyusunkonsepsuratsesuaidenganp Konsepsuratsesuaidenga 45 Konsepsurat yang
okokpermasalahandanpedomantatana Tidak n menit | telahdimintakanpersetuj
skahdinasdandimintakanpersetujuans < pokok uansecaraberjenjang
ecaraberjenjangdanselanjutnyadiminta —J permasalahan
kanparafkepadasekretaris danp
edomantatanaskahdinas
2. | Membaca, Konsepsurat yang 15 Konsepsurat yang
mencermatidanmemberikanparafsebel > telahdimintakanpersetuju menit | telahdiparafsekretaris
umditandatanganikepala ansecaraberjenjang
3. | Membaca, Y4 Konsepsurat yang 15 Surat telah
mencermatidanmenandatanganisurat telahdiparafsekretaris menit | ditandatanganikepala
yang >
telahdiparafolehsekretarisdanmenyera
hkannya
kepada
4. | Mencatatdanmengendalikansuratkelua - Surat  yang 15 Suratdiberikankodenom
rdenganmemberikankodenomorsesuai v telahditandat menit | or,
denganisisurat, anganikepala nomorurutdantanggalsur
nomorurutsuratdantanggalsuratselanju - Buku register/ atsertadicatatdalambuku
tnyamencatatnyadalam register pengendalisuratkeluar register
dankartukendalisuratkeluar - Kartu kendali dankartukendalisuratkel
suratkeluar uar
5. | Menerimasurat yang - Surat yang 60 Surat yang
telahbernomordanditandatanganiuntuk telahdiberikannomor menit telahdigandak
selanjutnyadigandakansesuaidengank < - Stempel an sesuai
ebutuhan kebutuhan
6. | Mendistribusikansuratsesuaidenganal - Surat  yang 150 Suratterdistribusisesuaide| Jikasurat
amat yang telahdistempel menit | nganalamattujuan. yang
ditujudanmenggunakansanteluntukme > - Kendaraan ditujukankek
mpercepatinformasi ecamatanme
nggunaka n
jasasantel
Kepala,

Ir. Abdurrachmanlba

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19580104 198512 1 002




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG

NOMOR

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BIMA

PEMERINTAH KOTABIMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)




BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Nomor SOP 14

TanggalPe April 2013

mbuatan

TanggalRevisi -

TanggalEfektif 8 Oktober 2013

DitetapkanOleh KepalaBadanPerencanaan Pembangunan Daerah
KotaBima.

Nama SOP : PenyusunanLaporanKinerjalnstansiPemerintah (LKIP)

DasarHukum: KualifikasiPelaksana :

1. InstruksiPresidenRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1. Kepala :Eselonll.b, S1 — S2 diutamakanSospol, Ekonomi, Hukum,
1999tentangAkuntabilitasKinerjalnstansiPemerintah; Teknik.

2. PeraturanMenteri Negara PendayagunaanAparatur Negara 2. Sekretaris :Eselonlll.a, S1 — S2 diutamakanSospol, Ekonomi,
danReformasiBirokrasiNomor 29 Tahun 2010 Hukum,Teknik.
tentangPedomanPenyusunanPenetapanKinerjadanPelaporanAkuntabilitas 3. Ka. SubbagPerencanaan : S1 — S2 diutamakanSospol, Ekonomi,
KinerjalnstansiPemerintah; Hukum

3. Peraturan Daerah KotaBimatentangRencana Pembangunan 4. Penyiapdata : SMA, SMK diutamakanakuntansi,
JangkaMenengah Daerah KotaBimaTahun2013-2018; administrasiperkantoran, S1 diutamakanSospol,

4. Peraturan Daerah KotaBimatentangPembentukan, SusunanOrganisasi, Ekonomi,Hukum.

Kedudukan, danTugasLembagaTeknisDaerah;
5. PeraturanWalikotaBimatentangUraianTugasBadanPerencanaan

PembangunanDaerah;

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP SuratMasuk di LingkunganBAPPEDA. 1. RenstraBAPPEDA. 6. AlatTulisKantor
2. SOP SuratKeluar di LingkunganBAPPEDA 2. DPABAPPEDA 7.Komputer
3. SOP Penyusunan LAKIP PemerintahDaerah. 3. PenetapanKinerjaBAPPEDA 8.Printer
4. LaporanKeuangan 9.Stempel.
5. LaporanPelaksanaanProgram/Kegiatan
Peringatan: PencatatandanPendataan:

1. KeterlambatanPenyusunan LAKIP SKPD berakibatketerlambatanpenyusunan

LAKIP Pemerintah Daerah.

LAKIP SKPD merupakanacuandalampenyusunan LAKIP Kota




PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR Sekretaris | Penyiap data g:}ei%%ngg% Kepala Persyaratan Waktu Output Ket
1. | MenerimadisposisiKepalatenta SuratEdaran 15 menit | Undanganrakor
ng SE Penyusunan LAKIP dariSekda internal
penyusunan LAKIP
2. | Melaksanakankoordinasidengan Undanganrakor 420 menit | Data LAKIP
KepalaBidang, Kepala Sub internal daribidang-
BidangdanKepala Sub penyusunan bidang
Bagianmeminta data LAKIP
3. | Menerima data > Tidak Data LAKIP 2.100 Rekap data LAKIP
dariKepalaBidang, Kepala Sub < daribidang- menit daribidang-bidang
Bidang, danKepala Sub Bagian bidang
4. | Memverifikasidanmengolah data o Rekap data 5.880 Draft LAKIP
o > LAKIP menit
Tidak daribidang-
bidang
5. | Mengoreksidanmemaraf LAKIP Draft LAKIP 45 menit | LAKIP
>4 Ya
6. | Menandatangani LAKIP LAKIP 20 menit | Dokumen LAKIP
Ya >
7. | Menerima LAKIP yang Dokumen LAKIP 1.260 Dokumen LAKIP
sudahditandatanganiKepala, menit

menyerahkanke Sub
BagianPerencanaanuntukdigan
dakan,
diarsipdandikirimkeinstansiterkai

B

Kepala BAPPEDA

Ir. Abdurrachmanlba

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19580104 198512 1 002




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG

NOMOR

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA BIMA

PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KOORDINASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI
PADA SUB BIDANG PENGEMBANGAN DUNIA USAHA




BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

Nomor SOP

Tanggal

Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan

Ditetapkan Oleh

Nama SOP : Koordinasi Perencanaan Pengembangan Potensi Ekonomi

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana :

Undang-Undang No. 5 Tahun 1984, Tentang Perindustrian;
Undang-Undang NO. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
Undang-Undang No.18 Tahun 2006 tentang Perkebunan;
Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang Lahan Pangan
Berkelanjutan;

arownE

Keterkaitan:

1.
2.
3.
4,
5. Penyiap data : SPBMA, SMK diutamakan ekonomi, Pertanian, perindustrian S1 diutamakan

Kepala : Eselon Il.b, S1 — S2 diutamakan Sospol, Ekonomi, Hukum, Teknik.

Kepala Bidang : Eselon lll.a, S1 — S2 diutamakan Ekonomi, Pertanian.

Ka. Subbid Pertanian & Kelautan : S1 — S2 diutamakan Pertanian, Perikanan, Peternakan,
Kehutanan, perkebunan

Ka.Subbid Industri dan Jasa : S1 — S2 diutamakan Ekonomi, Perindustrian, Hukum

Ekonomi, perindustrian , Pertanian dalam arti luas.

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPEDA LITBANG
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPEDA LITBANG
3. SOP SKPD Lingkup Bid.Ekonomi.

o akwnNE

RPJMD

Kebijakan Kepala Daerah

Renstra/Renja BAPPEDA LITBANG

Renstra /Renja SKPD Lingkup Pertanian, industri dan Jasa
DPA SKPD Lingkup Pertanian, Industri dan Jasa

Data BPS




7. Alat Tulis Kantor
8. Komputer

9. LCD

10. Printer

11. Stempel

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila Koordinasi perencanaan pengembangan potensi ekonomi
tidak dilakukan berakibat tidak diketahui potensi ekonomi yang

harus dikembangkan.

Sinkronisasi Potensi ekonomi yang harus dikembangkan.




PELAKSANA MUTU BAKU
Penyiap
Ka. Ket
NO URAIAN PROSEDUR data Subbid Kepala Bidang |Sekretaris | Kepala Persyaratan Waktu Output
Subbid . Ekonomi dan
ekomomi Ekonomi Infrastuktur
1.] Mengidentifikasi Isu Strategis, Kebijakan L Kebijakan Kepala 40 Agenda koordinasi internal
Pimpinan, menerima disposisi Kepala Daerah, Surat Edaran menit
tentang Koordinasi Perencanaan Sekda,,Disposisi
Pengembangan Potensi ekonomi yang >
harus dikembangkan <
2.| Melaksanakan analisis, kajian , diskusi Agenda Koordinasi 1.200 | Rumusan Hasil koordinasi
Internal Internal menit | internal kegiatan dari SKPD
L, 9
3.| Melaksanakan analisis, kajian , diskusi \/ Rumusan Hasil 1.600 | Rumusan Hasil koordinasi
Eksternal koordinasi internal menit | eksternal kegiatan dari
kegiatan dari SKPD SKPD
4.] Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi — < Ya Rumusan Hasill 2.400 | Rancangan Rumusan 23X
|:| koordinasi eksternal menit Rapat
kegiatan dari SKPD
5. | Membuat Draff Laporan hasil rapat P Rancangan Rumusan 120 Draft Rumusan Kegiatan
Koordinasi :L menit | Koordinasi
6. | Mengoreksi hasil rapat koordinasi (draft R Draft Rumusan Kegiatan 75 Draft Dokumen Rumusan
Rumusan Kegiatan Koordinasi) untuk " Koordinasi menit | telah dikoreksi oleh kepala
kemudian disampaikan pada kepala | sub bidang
Bidang Tidak S
7. | Mengoreksi dan memaraf hasil rapat Ya Draft Dokumen Rumusan 40 Draft Dokumen Rumusan
Koordinasi ( yang telah dikoreksi oleh menit | telah dikoreksi dan diparaf
Tidak ~ kepala sub bidang oleh kepala bidang
8. | Mencermati materi dan memaraf hasil Ya " i Draft Dokumen Rumusan 30 Draft Dokumen Rumusan
rapat koordinasi telah dikoreksi dan menit | telah dicermati dan diparaf
diparaf oleh kepala oleh Sekretaris
. Bidang
9. | Membaca, mencermati dan Ya '« raft Dokumen Rumusan 30 Dokumen Rumusan yang
menandatangani dokumen/kesepakatan /| yang telah dicermati dan menit | telah ditandatangani kepala
hasil rapat diparaf oleh Sekretaris
10. | Mendokumentasikan dan Ya Dokumen Rumusan yang 60 Rumusan Kesepakatan,
mendistribusikan hasil rapat untuk < telah ditandatangani menit | Nota Dinas, Dok. Rencana
Ditindaklanjuti Kepala Kerja SKPD, dll yang telah
terdokumentasi

Kepala BAPPEDA LITBANG

Ir. ABDURRACHMAN IBA

NIP. 19580104 198512 1 002




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG

NOMOR

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PEMBANGUNAN KOTA BIMA

PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA
PADA SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA




Nomor SOP

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENYEMBANGAN

Tanggal

Pembuatan

Tanggal Revisi

SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA

Tanggal Efektif

Ditetapkan Oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan Kota Bima

Nama SOP : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang

Sosial Budaya

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;

Keterkaitan:

1.

2.

Kepala : Eselon Il.b, S1 — S2 diutamakan Fisipol, Ekonomi, Hukum,
Teknik;

Kepala Bidang : Eselon lll.a, S1 — S2 diutamakan
Pemerintahan/Administrasi Negara/Publik, Fisipol, Pendidikan dan
Kesehatan;

Ka. Subbid Pemerintahan : S1 — S2 Administrasi Negara/Publik, Fisipol
Penyiap data : SMU/SMK , S1 diutamakan Administrasi Negara/Publik,
Fisipol, Hukum, Pendidikan dan Kesehatan

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPEDA LITBANG
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPEDA LITBANG
3. SOP Rapat

1.

2
3.
4

RPJIJMD

. RKPD

Kebijakan Kepala Daerah

. Renstra/Renja BAPPEDA LITBANG




Renstra /Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan
DPA SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan

DURP Kecamatan

Alat Tulis Kantor

. Komputer

10. Printer

11. Stempel

©CoNo O

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan tidak
dilakukan maka pembangunan bidang pemerintahan akan tumpang

tindih/overlap dan tidak menyasar pada prioritas RKPD

Pencapaian target-target bidang Pemerintahan




PELAKSANA MUTU BAKU
VO ARSI L e | o | oo o’ | Soeetats | Kepala | porsywean [waa ] oupu
1. | Mengidentifikasi Isu Strategis, Kebijakan Kepala 30 Agenda koordinasi internal
Kebijakan Pimpinan, Menerima Daerah, Surat Edaran menit
disposisi Kepala tentang Koordinasi Sekda,,Disposisi
Perencanaan Pembangunan Bidang
Sosial Budaya
2. | Melaksanakan analisis, kajian , diskusi N Agenda Koordinasi 120 | Rumusan Hasil koordinasi
internal g { Tidak internal menit | internal kegiatan dari
SKPD
3. | Melaksanakan analisis, kajian , diskusi Rumusan Hasil 120 | Rumusan Hasil koordinasi
eksternal 5 koordinasi internal menit | eksternal kegiatan dari
A kegiatan dari SKPD SKPD
4. | Melaksanakan kegiatan rapat Rumusan Hasll 360 [ Rancangan Rumusan 23X
koordinasi r koordinasi eksternal menit Rapat
kegiatan dari SKPD
5. | Membuat Draff Laporan hasil rapat Rancangan Rumusan 120 | Draft Rumusan Kegiatan
koordinasi ¥ menit | Koordinasi
Tidal
LIS
6. | Mengoreksi hasil rapat koordinasi (draft Draft Rumusan Kegiatan 120 | Draft Dokumen Rumusan
Rumusan Kegiatan Koordinasi) untuk <>¢— Koordinasi menit | telah dikoreksi oleh
kemudian disampaikan pada kepala 7 kepala sub bidang
i —> .
bidang Tida
7. | Mengoreksi dan memaraf hasil rapat Ya . Draft Dokumen 60 Draft Dokumen Rumusan
koordinasi g Rumusan yang telah menit | telah dikoreksi dan
Tida+ dikoreksi oleh kepala diparaf oleh kepala bidang
sub bidang
8. | Mencermati materi dan memaraf hasil _ Tidak Draft Dokumen 30 Draft Dokumen Rumusan
rapat koordinasi B Rumusan telah dikoreksi | menit |[telah dicermati dan
dan diparaf oleh kepala diparaf oleh Sekretaris
bidang
9. | Membaca, mencermati dan Ya N Draft Dokumen 30 Dokumen Rumusan yang
menandatangani dokumen/kesepakatan i Rumusan yang telah menit | telah ditandatangani
hasil rapat dicermati dan diparaf kepala
oleh Sekretaris
10. | Mendokumentasikan dan Dokumen Rumusan 60 Rumusan Kesepakatan,
mendistribusikan hasil rapat untuk yang telah menit | Nota Dinas, Dok. Rencana

ditindaklanjuti

]

ditandatangani kepala

Kerja SKPD, dIl yang telah
terdokumentasi

Kepala BAPPEDA LITBANG

Ir. ABDURRACHMAN IBA

NIP. 19580104 198512 1 002




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG

NOMOR

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA BIMA

PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
PADA SUB BIDANG PEMERINTAHAN




BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB BIDANG PEMERINTAHAN

Nomor SOP

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Ditetapkan Oleh Penelitian dan Pengembangan Kota Bima
Nama SOP Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang

Pemerintahan

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.
2.

3.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Keterkaitan:

1. Kepala : Eselon 1l.b, S1 — S2 diutamakan Fisipol, Ekonomi, Hukum, Teknik;

2. Kepala Bidang : Eselon lll.a, S1 — S2 diutamakan Pemerintahan/Administrasi
Negara/Publik, Fisipol, Pendidikan dan Kesehatan;

3. Ka. Subbid Sosial dan Budaya : S1 — S2, diutamakan Sarjana Sosial Politik,
Kesehatan Masyarakat dan Sarjana Pendidikan

4. Penyiap data : SMU/SMK , S1 diutamakan Administrasi Negara/Publik, Fisipol,
Hukum, Pendidikan dan Kesehatan

Peralatan/Perlengkapan:

1.
2.
3.

SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPEDA LITBANG
SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPEDA LITBANG
SOP Rapat

1. RPJMD

2. RKPD

3. Kebijakan Kepala Daerah
4.

Renstra/Renja BAPPEDA LITBANG




Renstra /Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan
DPA SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan

DURP Kecamatan

Alat Tulis Kantor

. Komputer

10. Printer

11. Stempel

©c®~No O

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan
tidak dilakukan maka pembangunan bidang Pemerintahan akan
tumpang tindih/overlap dan tidak menyasar pada prioritas RKPD

Pencapaian target-target Bidang Pemerintahan




PELAKSANA MUTU BAKU
Penyiap data . Kepala
NG URAIAN PROSEDUR di Subbid Ka. Subbid Bidang Sekretaris Kepala Persyaratan Wakt Output Ket
Pem Pem Pemerintahan u
1. | Mengidentifikasi Isu Strategis, Kebijakan Kepala 30 Agenda koordinasi internal
Kebijakan Pimpinan, Menerima Daerah, Surat Edaran menit
disposisi Kepala tentang Koordinasi Sekda,,Disposisi
Perencanaan Pembangunan Bidang
Pemerintahan
2. | Melaksanakan analisis, kajian , diskusi N Agenda Koordinasi 120 | Rumusan Hasil koordinasi
internal " {‘_ Tidak Internal menit | internal kegiatan dari
SKPD
3. | Melaksanakan analisis, kajian , diskusi w Rumusan Hasil 120 | Rumusan Hasil koordinasi
eksternal 70 koordinasi internal menit | eksternal kegiatan dari
kegiatan dari SKPD SKPD
4. | Melaksanakan kegiatan rapat Rumusan Hasill 360 [ Rancangan Rumusan 23X
koordinasi P koordinasi eksternal menit Rapat
kegiatan dari SKPD
5. | Membuat Draft Laporan hasil rapat Rancangan Rumusan 120 | Draft Rumusan Kegiatan
koordinasi —— Tidak menit | Koordinasi
6. | Mengoreksi hasil rapat koordinasi (draft ) Draft Rumusan Kegiatan 120 | Draft Dokumen Rumusan
Rumusan Kegiatan Koordinasi) untuk Koordinasi menit | telah dikoreksi oleh
kemudian disampaikan pada kepala _ kepala sub bidang
bidang g Tidak
7. | Mengoreksi dan memaraf hasil rapat Ya N Draft Dokumen 60 Draft Dokumen Rumusan
koordinasi g Rumusan yang telah menit | telah dikoreksi dan
Tidak dikoreksi oleh kepala diparaf oleh kepala bidang
sub bidang
8. | Mencermati materi dan memaraf hasil Ya R Tidak Draft Dokumen 30 Draft Dokumen Rumusan
rapat koordinasi g Rumusan telah dikoreksi | menit | telah dicermati dan
dan diparaf oleh kepala diparaf oleh Sekretaris
Bidang
9. | Membaca, mencermati dan Ya . Draft Dokumen 30 Dokumen Rumusan yang
menandatangani dokumen/kesepakatan " Rumusan yang telah menit | telah ditandatangani
hasil rapat dicermati dan diparaf Kepala
oleh Sekretaris
10. | Mendokumentasikan dan Ya Dokumen Rumusan 60 Rumusan Kesepakatan,
mendistribusikan hasil rapat untuk < yang telah menit | Nota Dinas, Dok. Rencana
ditindaklanijuti ditandatangani kepala Kerja SKPD, dll yang telah
Terdokumentasi

Kepala BAPPEDA LITBANG

Ir. ABDURRACHMAN IBA

NIP. 19580104 198512 1 002




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG

NOMOR

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA BIMA

PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PERIJINAN PENELITIAN




BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PELAYANAN PERIJINAN PENELITIAN

Nomor SOP
Tanggal

Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Ditetapkan Oleh : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kota Bima

Nama SOP . Pelayanan Perijinan Penelitian

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Lembaga Teknis Daerah Kota Bima sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Lembaga Teknis Daerah Kota Bima

1.
. Menguasai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

. Memehami Tugas Pokok dan Fungsi

. Memahami Konsep Dasar Pelayanan

. Memahami Konsep Dasar Proses Pemberian ljin

. Penyiap data : SMU/SMK , S1 diutamakan Administrasi Negara/Publik, Fisipol,
7.

OO WN

Jenjang Pendidikan Minimal S1

Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

AR

Nota Dinas dan Kertas Disposisi
Komputer

Kwitansi

Buku Agenda

Printer

Peringantan:

Peralatan/Perlengkapan:

1.

Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan
pada kondisi semua pejabat terkait Ada ditempat dan
semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi




. Pelaksana Mutu Buku
No. Uraian Prosedur Kaban Sekretaris Kabid Kasubbid Staf Pemohon Kelengkapan Waktu Output Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. | Menerima surat permohonan dan ) 1. Surat 5 Menit | 1. Nomor Agenda
berkas persyaratan dari pemohon Mulai \/J Permohonan 2. Kepastian Waktu
2. Berkas kapan dokumen ijin
Persyaratan dapat di ambil
2| Mencatat dan mengagendakan surat 1. Lembar disposisi b Menit | 1. Tercatat dalam buku
: ermohonan dan menempelkan v 2. Buku Agenda Agenda
embar Disposisi 3. Berkas 2. Lembar Disposisi
Persyaratan
4. Sura
Permohonan
3. | Menelaah dan memeriksa 1. Surat 5 Menit [ 1. Disposisi
permohonan dan memberikan < 5 Egmaoshonan
disposisi surat pada Kasubbid " Persyaratan
3. Disposisi
4. | Menelaah, memeriksa dan T, Surat 10 1. Disposisi
* | mempelajari arahan disposisi serta Permohanan Menit
arahan tindak lanjut kepada staf e 2. Berkas
Persyaratan
3. Dispaosisi
Melakukan entry data dan membuat 1. Komputer 15 1. Konsep Surat Izin
5 | serta mencetak rancangan dokumen 2. Berkas Menit [2. Konsep Nota Dinas
* | izin dan Nota Dinas Permohonan v Persyaratan
Tandatangan Kadis @ 3. Disposisi
Memeriksa Konsep Surat dan Nota P 1. Konsep Surat Izins Menit | 1. Konsep Surat Izin
6 Dinas serta memberikan Paraf < 2. Konsep Nota yang sudah diperiksa
: Dinas dan diparaf
3. Berkas 2. Konsep Nota Dinas
Persyaratan yang sudah diperiksa
dan diparaf
7. | Memeriksa Konsep Surat dan Nota 1. Konsep Surat Izin|s Menit | 1. Konsep Surat Izin
Dinas serta memberikan Paraf < 2. Konsep Nota yang sudah diperiksa
Dinas dan diparaf
3. Berkas 2. Konsep Nota Dinas
Persyaratan yang sudah diperiksa
dan diparaf
8. | Memeriksa Konsep Surat dan Nota 1. Konsep Surat Izins Menit | 1. Konsep Surat Izin
Dinasi serta memberikan Paraf < 2. Konsep Nota yang sudah diperiksa
Dinas dan diparaf
3. Berkas 2. Konsep Surat Izin
Persyaratan yang sudah diperiksa
dan diparaf




. Pelaksana Mutu Buku
No. Uraian Prosedur Sekretaris Kabid Kasubbid Pemohon Kelengkapan Waktu Output Ket
1 _ 2 4 5 6 8 9 | 10 11 12
9. | Memeriksa Konsep Surat dan Nota Konsep Surat 1zin[10 1. Surat Izin yang _
Dinas Kemudian Konsep Nota Menit sudah ditandatangani
menandatanganinya Dinas
Berkas
Persyaratan
10. | Menerima Surat Izin yang sudah 1. Mesin Foto Copy 10 1. Data Surat
ditandatangani memberi nomor serta > 2. Surat Izin Menit [2. Tercatat dalam Buku
menggandakannya kemudan 3. Buku Agenda Agenda
mencaat dalam buku agenda keluar
11. [Memberikan stempel dan 1. Stempel 5 Menit [ 1. Data Surat
menyerahkan kepada pemohon ;\/J 2. Surat lzin 2. Tanda Terima
Dokumen Izin
12. |Pengarsipan dokumen 1. Odner 5 Menit | 1. Arsip

Kepala BAPPEDA LITBANG

Ir. ABDURRACHMAN IBA

NIP. 19580104 198512 1 002




